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 ABSTRAK (10 PT) 

 
Penelitian ini bermaksud guna mengetahui pengaruh modernisasi sistem 

administrasi, Peraturan, Kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi di wilayah kabupaten Sleman tahun 2023. Karena 

jumlah individu dalam populasi tidak diketahui, maka digunakan non-

probability sampling untuk pengumpulan sampel, dan purposive sampling 

digunakan untuk penentuan sampelnya dengan 99 responden. Metode 

kuesioner digunakan sebagai metode pengumpulan data. Sebelum dilakukan 

pembagian koesioner, agar diperoleh hasil yang sesuai dengan fakta, maka 

diperlukan uji coba instrumen guna diuji validitas serta reliabilitasnya. Teknik 

analisis data dikerjakan dengan uji asumsi klasik yakni uji heteroskedastisitas, 

uji multikolinearitas serta uji normalitas, sebagai syarat uji regresi dalam 

pengujian hipotesis. Uji koefisien korelasi dan uji koefisien  determinasi 

merupakan rangkaian uji hipotesis yang diterapkan pada penelitian ini. 

Temuan dari penelitian ini: Modernisasi sistem administrasi perpajakan serta 

peraturan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan positif terkait 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja di rumah sakit wilayah 

kabupaten Sleman, sedangkan Kesadaran perpajakan serta sanksi perpajakan 

tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak pajak orang pribadi yang 

bekerja di rumah sakit di wilayah kabupaten Sleman 

 

This research aims to determine the influence of modernization of the 

administrative system, regulations, awareness and tax sanctions on individual 

taxpayer compliance in the Sleman district in 2023. Sampling using a 

technique. Due to the fact that the number of individuals in the population is 

unknown, non-probability sampling is used for sample collection, and 

purposive sampling is used for sample completion with 99 respondents. The 

questionnaire approach is used in the data collecting process. Before 

distributing the questionnaire, in order to obtain results that are in accordance 

with the facts, a trial of the instrument is carried out to test its validity and 

reliability. Next, the data analysis technique is carried out using classic 

assumption tests, namely the heteroscedasticity test, multicollinearity test and 

normality test, as requirements for the regression test for hypothesis testing. 

The correlation coefficient test and the coefficient of determination test are a 

series of hypothesis test used in this research. The results of this research: 

Modernization of the tax administration system and tax regulations has a 

significant positive influence on the compliance of individual taxpayers who 

work in hospitals in the Sleman district, while tax awareness and tax sanctions 

have no effect on the compliance of individual taxpayers who work in 

hospitals. in the Sleman district area 

 

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-SA . 

This is an open access article under the CC BY-SA license. 
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“Kepatuhan wajib pajak merupakan pola pikir yang memotivasi masyarakat dalam memenuhi 

tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kesiapan untuk memenuhi 

tanggung jawab perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut dengan kepatuhan wajib 

pajak. Ketidaktahuan wajib pajak terhadap nilai pajak sebagai sumber penerimaan negara berdampak pada 

ketidakpatuhan wajib pajak (Kowel, dkk, 2019)” 

          “Tercapainya pemungutan pajak untuk mencapai tujuan yang direncanakan antara lain tergantung pada 

kepatuhan wajib pajak. Penerimaan atas pajak akan meningkat berbanding lurus dengan besarnya kepatuhan 

wajib pajak, meski demikian, penerimaan pajak serta pendapatan Negara akan menurun ketika tingkat 

kepatuhan wajib pajak rendah. Dalam keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyebutkan 

kepatuhan pajak diidentifikasikan dari “tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 

2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin 

untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak 

pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir”.” 

 “Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini masih banyaknya wajib banyak yang belum mengerti 

mengenai aturan dan kesadaran akan pemenuhan perpajakan di Indonesia sehingga kepatuhan wajib pajak di 

Indonesia masih rendah serta jauh dari impian. Diketahui bahwa kurangnya kepatuhan perpajakan antara lain 

disebabkan oleh ketidaksenangan masyarakat terhadap tidak meratanya pembangunan infrastuktur, pelayanan 

publik, bahkan berbagai kasus korupsi pejabat Negara yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap bidang 

tersebut.” 

 “Penyampaian laporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu tanda 

kepatuhan wajib pajak secara formal. Rasio kepatuhan pajak (tax ratio) adalah metrik lainnya. Jumlah SPT 

tahunan PPh yang diterima pada suatu tahun pajak dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang tercatat 

sebagai wajib SPT pada awal tahun untuk menentukan rasio kepatuhan pajak.  Berikut grafik rasio kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi tahun 2017 sampai 2021.” 

Grafik 1 Data Rasio Kepatuhan tahun 2017 – 2021 

 

Sumber : Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2021 (Data diolah) 

 

“Atas dasar data grafik tersebut, disimpulkan bahwa selama lima tahun terakhir, warga Indonesia lebih 

patuh dalam wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan 

melakukan pembayaran. Jika kita cermati dalam lima tahun terakhir, kita melihat bahwa pada tahun 2017, rasio 

kepatuhan sebesar 73,15%, dan pada tahun 2018, rasio pajak turun menjadi 72,19% dari 16,2 juta wajib pajak 

orang pribadi yang tercatat dengan SPT tahunan hanya sebesar 11,6 juta. Pada tahun 2019 rasio kepatuhan 

pajak naik menjadi 73,71%. Dari 16,8 juta wajib pajak, 12,4 juta diantaranya dilaporkan sebagai wajib pajak 
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orang pribadi  yang melaporkan SPT tahunan. Rasio kepatuhan pajak kemudian tumbuh menjadi 79,10% pada 

tahun 2020 dan menjadi 86,24% pada tahun 2021.” 

“Untuk meningkatkan rasio kewajiban pajak pada tahun 2022, pemerintah masih berupaya, antara lain 

dengan cara memperlebar dasar pemajakan dengan mengembangkan wajib pajak sukarela dan patuh yang 

diharapkan dapat dicapai antara lain melalui penyelenggaraan acara edukasi dan peningkatan pelayanan, 

penegakkan hukum oleh DJP untuk memotivasi kepatuhan wajib pajak, pengembangan kanal pembayaran 

wajib pajak oleh DJP untuk memudahkan akses wajib pajak terhadap aplikasi dan pembayaran pajak, sekaligus 

meningkatkan pengawasan untuk menjangkau lebih banyak calon wajib pajak.” 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

“Sistem administrasi perpajakan akan menjadi lebih sederhana dan efektif dengan adanya modernisasi 

administrasi perpajakan. Hal ini disebabkan karena teknologi merupakan salah satu komponen yang digunakan 

dalam proses tersebut. Wajib Pajak akan dapat menyelesaikan tugasnya lebih cepat dengan menggunakan 

teknologi modern saat ini. Sebagai contoh penggunaan sistem E-Billing. E-Billing merupakan sistem digital 

pajak untuk membayarkan pajak secara online. Direktur Jenderal Pajak memperkenalkan E-Billing sebagai alat 

untuk memudahkan pembayaran kewajiban masyarakat, khususnya wajib pajak. Contoh lainnya yaitu 

penggunaan sistem E-Filling. Proses penyampaian SPT secara online atau elektronik melalui website 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online) dikenal dengan istilah E-Filling. Target dari sistem ini yaitu guna 

mempercepat serta mempermudah proses bagi Wajib Pajak dalam menyusun dan menyampaikan laporan SPT. 

Wajib Pajak akan semakin rajin serta patuh dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya akibat 

modernisasi administrasi perpajakan. Penelitian Rosana (2021) yang menemukan bahwa kepatuhan wajib 

pajak sangat dipengaruhi oleh modernisasi administrasi perpajakan, mendukung penelitian ini. Penjelasan di 

atas memunculkan rumusan hipotesis sebagai berikut :” 

H1 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib orang pribadi 

“Sejauh mana wajib pajak mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan dapat 

berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Guna memenuhi tanggung jawab perpajakannya, 

wajib pajak perlu mempunyai kesadaran diri serta pemahaman yang tinggi terhadap peraturan perundang-

undangan perpajakan.” 

“Menurut penelitian Fitri (2019), kepatuhan wajib pajak signifikan dipengaruhi oleh pengetahuan 

tentang aturan perpajakan. Atas dasar hasil penelitian-penelitian sebelumnya, memunculkan rumusan hipotesis 

sebagai berikut :” 

H2 : Peraturan perpajakan berpangaruh positif terhadap kepatuhan   wajib pajak orang pribadi 

“Wajib Pajak akan semakin patuh dalam menyampaikan SPT seiring dengan meningkatnya tingkat 

pengetahuannya. Wajib Pajak akan sangat sadar akan perlunya bertanggung jawab mengenai kewajiban 

perpajakannya yang sah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.” 

“Menurut peneliti Waluristyaningtyas (2022), pemahaman wajib pajak dipengaruhi secara signifikan 

oleh pengetahuan wajib pajak. Peningkatan pemahaman akan memotivasi Wajib Pajak untuk bertanggung 

jawab mengenai kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, memunculkan 

rumusan hipotesis sebagai berikut :” 
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H3 : Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

“Sanksi perpajakan menjamin bahwa ketentuan undang-undang perpajakan, peraturan, atau norma 

perpajakan akan ditaati, atau dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai efek jera untuk mencegah 

wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan (Mardiasmo,2016). Ketika wajib pajak gagal 

membayar pajaknya seperti yang disyaratkan oleh undang-undang perpajakan, sanksi pajak bakal diterapkan 

terhadap mereka. Sanksi terhadap wajib pajak mampu menyebabkan mereka patuh dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya, sehingga akan menaikkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.” 

“Pernyataan ini didukung penelitian oleh Fitria (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan 

wajib pajak secara positif dipengaruhi oleh sanksi pajak, diperkuat dengan penelitian Waluristyaningtyas 

(2022) bahwa hasil penelitian Sanksi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Atas dasar hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya, memunculkan rumusan hipotesis sebagai berikut :” 

H4 : Sanksi Perpajakan  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

 

Kerangka pikir penelitian 

      “Berdasarkan Analisa pada landasan teori dan penelitian sebelumnya yang menguji seberapa besar 

pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan 

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka kerangka pemikiran dapat dilihat pada 

gambar sebagai berikut :” 

Varibel Independen 

           Variabel Dependen 

 

 𝐻1(x1) 

𝐻2 (x2) 

 𝐻3 (x3) 

     𝐻4  (x4) 

 

    Gambar 1.1  kerangka konseptual 

 

METODE PENELITIAN  (10 PT) 

“Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian. Metode 

penelitian kuantitatif bertujuan guna menganalisis pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Peraturan, 

Kesadaran, Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Sleman.” 

“Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada empat variabel independen yakni Modernisasi 

Sistem Administrasi, Peraturan, Kesadaran, Sanksi Perpajakan dan variabel dependen yakni kepatuhan Wajib 

Pajak Oranng Pribadi di Kabupaten Sleman.” 

Modernisasi sistem 
administrasi  perpajakan 

(X1) 

Peraturan  perpajakan (X2) 

Kesadaran  perpajakan 

(X3) 
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“Populasi yang diteliti dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang bekerja di rumah 

sakit yang berada di wilayah kabupaten Sleman. Pemilihan populasi ini berdasarkan wilayah dimana wajib 

pajak tersebut berdomisili atau bertempat tinggal, oleh karenanya dapat dijadikan responden guna mengetahui 

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.”  

“Karena jumlah individu dalam populasi tidak diketahui, maka digunakan non-probability sampling 

untuk pengumpulan sampel dan purposive sampling digunakan untuk penentuan sampel.” 

Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Lameshow karena ukuran pasti dari populasi anggota 

tidak diketahui (Lameshow :1997) 

n =
𝑍21 − 𝑎/2𝑃(1 − 𝑃)

𝑑2
 

Keterangan : 

𝑛  = Jumlah sampel minimal 

𝑍21 − 𝑎/2 = Derajat Kemaknaan 

P  = Proporsi kepatuhan 

d  = tingkat deviasi 

dengan persen kepercayaan yang diterapkan 95%. 

 “Unit analisis dari penelitian ini  yaitu menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah 

Kabupaten Sleman. Instrument yang digunakan adalah Skala likert lima point. Terdapat 22 daftar pertanyaan 

pada instrumen yang digunakan untuk mengukur seluruh variabel.”  

 “Pendekatan analisis regresi berganda merupakan alat statistik yang diterapkan guna menilai hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini.” 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN (10 PT) 

“Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi 99 responden di wilayah Kabupaten Sleman 

mengisi kuesioner serta jawabannya digunakan untuk menyusun data penelitian ini. Dari total responden, 38 

orang (38%) berjenis kelamin laki-laki serta 61 orang (61%) berjenis kelamin perempuan. Sedangkan menurut 

pendidikan terakhir responden mayoritas berpendidikan dari Diploma tiga sebesar 49%, sedangkan untuk 

tamatan S1 sebesar 37%, SMA sebesar 10% dan S2 sebesar 3%. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden sudah menyelesaikan program Diploma 3 sebagai gelar terakhirnya.” 

       “Hubungan antar nilai tiap-tiap daftar pertanyaan dengan nilai menunjukkan temuan signifikan (0,00), 

sesuai dengan hasil uji validitas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tiap-tiap pertanyaan yaitu valid. Dari 

segi hasil reliabilitas, nilai cronbach alpha setiap instrumen pertanyaan mennghasilkan nilai > 0,60 yang 

menunjukkan bahwa data yang dihimpun memakai instrumen tersebut reliabel.” 

  “Analisis normalitas dilakukan terhadap nilai residual yang menghasilkan suatu model regresi. 

Normal probability plot digunakan untuk pengujian normalitas residual. Hasil uji Kolmogorov Smirnov >0,05 

mendukung temuan tersebut, menunjukkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal.” 

 “Adanya heteroskedastisitas artinya bahwa varians residual dari dua pengamatan berbeda satu sama lain. 

Tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada regresi yang baik. Scatterplot digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas. Korelasi rank spearman antara nilai residual dan variabel 
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independen memperkuat hasil ini. Apabila korelasi rank spearman mempunyai nilai signifikansi > 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastis.” 

 “Korelasi (hubungan) yang kuat antar variabel independen dalam proses regresi ditunjukkan dengan 

adanya multikolinearitas. Regresi yang baik tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas. Nilai tolerance 

dan nilai VIF digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas. Jika nilai VIF < 10 dan nilai 

tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi. Multikolinieritas tidak ditemukan 

pada penelitian ini.” 

 “Model persamaan regresi berganda dapat dibuat dengan menggunakan hasil perhitungan di atas yaitu :” 

Y = 3,415 + 0,311 𝑋1 +  0,260𝑋2 + 0,117𝑋3   + 0,47𝑋4  

“Persamaan regresi linier berganda tersebut memberikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut : 1) 

koefisien regresi X1,X2,X3 dan X4 bertanda positif yang berarti bahwa apabila X1,X2,X3 dan X4 mengalami 

kenaikan maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah kabupaten Sleman. 2) 

Adjusted R2 hasil penelitian ini sebesar 0,468 atau 46%. Ini artinya 46,8% kepatuhan wajib pajak dapat 

diuraikan dengan variabel modernisasi sistem perpajakan, peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan serta 

sanksi perpajakan sedangkan sisanya 53,2% (100% - 46,8%) dipengaruhi oleh beberapa aspek lain yang tidak 

termasuk ke dalam model.”  

“Uji t digunakan dalam pengujian hipotesis berfungsi menguji hipotesis antara satu variabel independen 

dan variabel dependen. Tingkat signifikansi yang diterapkan sebesar 0,05. Atas dasar temuan uji hipotesis, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :” 

“Hipotesis 1 modernisasi sistem perpajakan di wilayah kabupaten Sleman menghasilkan nilai 

signifikan pada tingkat kepercayaan (α = 0,05), nilai signifikan yang didapatkan sebesar 0,001 lebih kecil dari 

0,05. Hal ini  artinya modernisasi sistem perpajakan berdampak positif serta signifikan secara parsial  terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis 2 pengetahuan perpajakan di wilayah kabupaten Sleman 

menghasilkan nilai signifikan pada tingkat kepercayaan (α = 0,05), nilai signifikan yang didapatkan sebesar 

0,023 lebih kecil dari 0,05. Pernyataan tersebut bermakna pengetahuan perpajakan berdampak positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis 3 kesadaran perpajakan menghasilkan nilai signifikan 

pada tingkat kepercayaan (α = 0,05), nilai signifikan yang didapatkan sebesar 0,275 lebih besar dari 0,05.  Hal 

ini dapat diartikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak tidak berdampak secara parsial terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. Hipotesis 4 Sanksi perpajakan menunjukkan nilai koefisien yang positif sebesar  

0,47 serta sig-t sebesar  0,553. Temuan tersebut artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja di 

rumah sakit di wilayah kabupaten Sleman tidak terpengaruh oleh sanksi perpajakan.” 

“Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat mengambil manfaat dari temuan penelitian ini. Penelitian 

ini diyakini dapat membantu menginformasikan pengambilan keputusan tentang kebijakan perpajakan bagi 

Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Kabupaten Sleman dimasa yang akan datang. Penulis juga berkeinginan 

temuan penelitian ini dapat menyumbang informasi kepada pihak-pihak yang berwenang dan dapat dijadikan 

bahan perbandingan penelitian kedepannya. Selain itu, penelitian ini diinginkan dapat menginspirasi para 

peneliti kedepannya guna melihat variabel-variabel tambahan yang mungkin memberikan dampak terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Sleman.” 

KESIMPULAN (10 PT) 
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 “Berdasarkan data empiris yang dikumpulkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1). Modernisasi 

sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terkait kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi yang bekerja di rumah sakit wilayah kabupaten Sleman. 2). Peraturan perpajakan memberikan dampak 

signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pajak orang pribadi yang bekerja di rumah sakit wilayah 

kabupaten Sleman. 3). Kesadaran perpajakan tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak pajak orang 

pribadi yang bekerja di rumah sakit  di wilayah kabupaten Sleman. 4). Sanksi perpajakan tidak berdampak 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja di rumah sakit wilayah kabupaten Sleman.” 

         “Atas dasar temuan penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran  yaitu : 1). Agar dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya pengembangan modernisasi sistem perpajakan, 

peraturan perpajakan, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan sehingga diharapkan KPP bisa 

memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dengan cara meningkatkan informasi mengenai pajak 

melalui media massa atau media elektronik. Memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar perpajakan dan 

meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam kejujuran melaporkan laporan keuangannya. 2). disarankan kepada 

peneliti selanjutnya agar penelitian dapat meneliti lokasi penelitian bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja 

di jasa kesehatan yang lebih luas, sehingga dapat didapatkan temmuan yang lebih maksimal, varibel penelitian 

lebih dikembangakan lagi.” 
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